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RINGKASAN 

 
Penelitian ini berupaya untuk mengetahui apakah Analisis Pembangunan 
Partisipatif (PDA) telah berhasil digunakan di Kelurahan Merjosari Kota Malang, 
hingga benar-benar diperlukan partisipasi aktif masyarakat. Tentu saja masyarakat 
akan senang dengan hasil pembangunan tersebut. Musrenbang kecamatan 
mencakup pelibatan masyarakat, dan rencana partisipasi ini akan menghasilkan 
program-program yang selaras dengan standar yang disajikan dalam rancangan 
anggaran. Permasalahan yang sedang diselidiki adalah bagaimana masyarakat 
dapat membantu mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh meluapnya air. 
Pendekatan kualitatif digunakan dalam pendekatan ini. Data primer dan sekunder 
dikumpulkan dari beberapa sumber data untuk penelitian. Metodologi 
pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data, dan analisis data kesimpulan 
digunakan dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini Menyimpulkan bahwa 
Analisis Pembangunan Partisipatif Di Kelurahan Merjosari Kota Malang dapat 
diimplementasikan dari partisipasi dalam perencanaan pembangunan, partisipasi 
dalam pelaksanaan operasional pembangunan, partisipasi dalam pemeliharaan 
hasil pembangunan. Dalam berpartisipasi melaksanakan pembangunan adanya 
faktor pendukung yakni, pola pemikiran dan tenaga. sedangkan faktor penghambat 
yaitu, kekurangan informasi, usulan yang tidak terpenuhi dan waktu. 
 
 

Kata Kunci : Partisipasi Pembangunan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Komponen kunci dari proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan 

adalah keterlibatan masyarakat. Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam 

pembangunan dapat memperoleh sejumlah manfaat penting. Partisipasi 

masyarakat sangat penting karena memungkinkan kita memahami kebutuhan dan 

tujuan masyarakat dengan lebih baik. Melalui pendekatan ini, para pemangku 

kepentingan mempunyai kesempatan untuk mendengar langsung dari masyarakat, 

memahami tantangan dan aspirasi mereka terhadap pertumbuhan. Masyarakat 

mempunyai pengalaman langsung dengan perjuangan sehari-hari dan pemahaman 

luas mengenai situasi yang terjadi di lapangan. Strategi dan program 

pembangunan dapat lebih mencerminkan kebutuhan aktual masyarakat dengan 

menggabungkannya. 

Selain itu, keterlibatan masyarakat akan meningkatkan validitas dan 

kredibilitas pembangunan. Masyarakat merasa dihargai dan diakui sebagai mitra 

penting ketika mereka berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. 

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaganya diperkuat 

oleh hal ini. Membangun kepercayaan melalui keterlibatan masyarakat 

memperkuat landasan pelaksanaan dan keberlanjutan pembangunan. Melibatkan 

masyarakat merupakan komponen penting lainnya dalam penyelesaian masalah 

yang lebih baik. 



 
 

 
 

Melalui keterlibatan mereka, kita dapat memanfaatkan keahlian dan 

pengalaman komunitas untuk menemukan dan menerapkan solusi yang lebih 

fokus dan berjangka panjang. Masyarakat sangat menyadari permasalahan yang 

mereka hadapi, dan ketika kita melibatkan mereka dalam proses tersebut, kita 

dapat memberikan jawaban yang lebih baik. 

Partisipasi dalam masyarakat memperkuat kemampuan baik orang maupun 

kelompok yang ada di dalamnya. Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam 

pembangunan dapat memperoleh kemampuan, pengetahuan, dan pemahaman 

yang diperlukan untuk mengawasi dan memajukan pembangunan berkelanjutan. 

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat akan membentuk landasan yang kokoh 

bagi pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang. Selain itu, keterlibatan 

masyarakat mempengaruhi kepemilikan dan keberlanjutan proyek. 

Masyarakat merasakan rasa memiliki dan akuntabilitas atas hasil ketika 

mereka berpartisipasi dalam proses pembangunan. Karena masyarakat akan lebih 

aktif dalam menyelenggarakan dan memelihara program dan infrastruktur yang 

dibangun, hal ini mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Bahkan ketika 

proyek tersebut secara resmi berakhir, masyarakat dapat melanjutkan proyek 

pembangunan mereka. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan mengapa keterlibatan 

dalam pembangunan daerah mendapat prioritas utama. Masyarakat harus terlibat 

aktif dalam seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari perencanaan hingga 

pelaksanaan. Komponen kunci untuk mencapai tata kelola yang baik adalah 

keterlibatan masyarakat dalam pembangunan (Hosnan, 2007). Menurut Budiarjo 



 
 

 
 

dalam Hosnan (2007), kedaulatan rakyat dan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Program-

program pembangunan ekonomi, sosial, politik, fisik, dan bentuk-bentuk 

pembangunan lainnya diciptakan dan dilaksanakan oleh pemerintah bekerja sama 

dengan masyarakat (Tjokromidjojo, 2004). 

Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mendukung keterlibatan 

masyarakat lokal dalam pembangunan dan menyelaraskan dengan pola pikir yang 

berorientasi reformasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 21–27; Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, 

Pasal 150–154 dan 179–199; dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 dan 73 Tahun 

2006 tentang Desa dan Kelurahan semuanya memuat referensi terhadap kebijakan 

ini. 

Sejumlah kebijakan ini menjadikan warga negara sebagai agen sekaligus 

sasaran pembangunan. Dengan kata lain, proses pembangunan bersifat top-down 

dan bottom-up (Fadil, 2013). 

Proses pembangunan yang bersifat bottom-up memerlukan partisipasi aktif 

masyarakat dalam prosesnya. Warga lainnya dapat mendiskusikan apa yang 

dibutuhkan masyarakat, dan pemerintah daerah dapat menggunakan informasi 

tersebut sebagai dasar pembangunan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kesadaran 

akan kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan daerah, antara lain jalan rusak, 

lampu jalan, saluran air, dan lain-lain. Pembangunan akan berjalan jelas jika 

masyarakat setempat dilibatkan dalam proses perencanaan. Usulan atau keputusan 



 
 

 
 

rapat yang dihasilkan dari diskusi masyarakat ini dapat ditindaklanjuti setinggi-

tingginya. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan 

Pembangunan Desa Pasal 1 ayat 11 telah memperkuat partisipasi warga dalam 

musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Penjelasan mengenai 

Musrenbang, forum tahunan yang mempertemukan perangkat desa dan warga 

untuk menyepakati rencana pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 

berikutnya, disajikan pada paragraf ini. Warga dapat melakukan diskusi 

menggunakan musrenbang untuk menyuarakan pendapatnya mengenai ruang 

lingkup prioritas pembangunan yang akan dilakukan oleh pemangku kepentingan. 

Keputusan Musrenbang ini dapat dilanjutkan oleh RPJM kecamatan/desa. 

Dalam hal perencanaan telah dituangkan dalam RPJM, maka pemangku 

kepentingan harus menyelesaikan perencanaan tersebut. Permasalahannya adalah 

para pengambil keputusan tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap 

pendapat masyarakat ketika mereka berpartisipasi. 

Limpasan air hujan di badan jalan yang tergenang dan perlahan menggerus 

permukaan Jalan Tirto Agung, Desa Merjosari, selama ini masih menjadi 

permasalahan masyarakat. Hal ini disebabkan program yang diusung warga belum 

dilaksanakan sehingga air hujan tidak dapat terkumpul dan merembes ke rumah-

rumah di sekitarnya. 

Warga di RT 01/RW 07 selama ini kesulitan dengan minimnya keterlibatan 

aparat kecamatan sehingga mengakibatkan air menggenang di jalan. Selain itu, 

posisi sudut yang lancip memungkinkan terjadinya penyumbatan saluran dan 



 
 

 
 

limpasan air hujan. Warga RT 01/RW 07 juga terus memberikan ide 

pembangunan karena sangat membutuhkan drainase tersebut.  

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bagaimana masyarakat 

berpartisipasi dalam pembangunan. Dimulai dari tahap perencanaan dan berlanjut 

hingga pemberian usulan program pembangunan dan pemantauan program adalah 

beberapa di antara keterlibatan ini. Keterlibatan masyarakat dalam proses 

pembangunan desa atau wilayah melalui program Musrembang diharapkan dapat 

membawa tindak lanjut dalam RPJM desa atau wilayah tersebut. Pertanyaan-

pertanyaan penting masih belum terjawab mengenai keterlibatan warga dalam 

proses pembangunan dan peran mereka di kecamatan. 

Untuk meminimalisir kerusakan jalan akibat gerusan air dan menjamin 

keselamatan pengguna jalan, warga RT 01/RW 07 wajib ikut serta dalam 

pembangunan drainase. Itu adalah partisipasi masyarakat atas pembangunan 

didaerahnya hanya sebatas pada pengusulan program melalui lembaga LPM pada 

Musrenbang. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini akan menganalisis 

peran dan partisipasi masyarakat Kelurahan Merjosari dalam partisipasi 

pembangunan. Adapun judul dalam penelitian ini adalah “Analisis Pembangunan 

Partisipatif Masyarakat di Kelurahan Merjosari Kota Malang ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

Resapan/Drainase Di Kelurahan Merjosari Kota Malang? 



 
 

 
 

2. Apa faktor penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan Di Kelurahan Merjosari Kota Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan di 

Kelurahan Merjosari Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung partipasi masyarakat 

dalam pembangunan di RT 01/RW 07 Kelurahan Merjosari. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis. Manfaat teoritis penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengembangkan teori partisipasi pada masyarakat. 

2. Manfaat praktis. Manfaat praktis penelitian ini dimaksudkan untuk 

memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang pentingnya 

partisipasi pembangunan di masyarakat. 
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